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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  18/PERMEN-KP/2014 

TENTANG 
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan 
perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia; 

b. bahwa dalam rangka pemutakhiran batas-batas 
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia, perlu meninjau kembali Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.01/MEN/2009 tentang Wilayah Pengelolaan 
Perikanan Republik Indonesia; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona 
Ekonomi Eksklusif  Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3260); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan United Nations Convention on the Law 
of The Sea / Konvensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
7644, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3319); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang 
Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3647); 

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2009  Nomor  154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 
Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis 
Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4211) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4854); 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 125); 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
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